o ‘P'EMER‘INTAH‘ KABUPATEN KARANGANYAR |

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang -~ :

5 ‘,Mengin‘g'a‘t‘ -

NOMOR Il TAHUN 2007
‘ TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH =

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA }:SA S

BUPATI KARANGANYAR

. bahwa penyelenggaraan Pemermtahdn dan“ Pembang,uhan dl '
’,Kabupaten Karanganyar yang’ demokratis,. transparan akumdbd ;
dlperlukan Perencanaan Pcmbdnbundn yang ‘responsif . dan

pammpatlf melalui suatu pendukdlcm ydng, kompruhcnsnl d(mr‘r :

: terpadu

i bahwa dalam ran;,ka keyatan pemban,g,unan daerah a{Dar beqalan
cfektif, cfisicn, dan mempunyai sasaran maka purlu dlsusun Sistem

Percncanaan Pembangunan: Dacrah\ yang, dapat mcnjamm

. tercapamya tujuan dacrah;

L bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan deng,an,f
i Peraturan Daerah : :

.vUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang, Pembentukan

Daerah—daerah Kabupatcn dalam ng,kungjan Pmpm'ﬂ J'lwa‘

o _ Tengah

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ;7 -
' Negara yang Bersih dari Korup51 Kolu31 dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia - Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

v Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 385 l)

3. Undang,-Unddn;, Nomor 17 Tahun 20()3 lunlanb Kcuanym Nc,g,dml o
~ (Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
: 1ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxd Nomor 4289)

. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan' '
- Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran- ‘Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ‘Tambahan Iembaran Nc;,am L
: Republlk Indonesm Nomor 4389) . S

. Unddng,-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Smtcm

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara: Republik

, 'Indonesxa Tahun 2004 - Nomor [04, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 4421 );

6. ‘Undang-Undang Nomor 32 ‘Tahun 2004 tentang Pemenntahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 :
Tahun! 2005 /Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 - -

- Nomor 108,  Tambahan Lembaran Neg,ara Republik Indonesm'

= Nomon 4548) L e o




. Menétapkan

7

10.

. i

o 1~ S ‘
Undan"-Undang> Nomor 33 lahun 2004 lcmang, l’cnmbangdn
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor'58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578)

Peraturan. Pemerintah Nomor § Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemermldh (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2006~ - Nomor 25, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Dengan Persctujuan Bersama

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

: dan
- BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN;

. PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAIL

- BABI
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

i
¢

Dalam Peraturan Daerah ini yang dnmdksud dcng,an

1.
2.

Dacrah adalah Kabupaten Kardnganydr
Bupatl adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupau dan . Perangkat Dacrah sebagai

unsur Penyelenggara Pemenntahan Daerah.

Slstcm ‘Pecrencanaan Pcmbang,unan Dacrah adalah satu kesatuan tata
cara p@rencanaan pembangunan untuk meng_.,hasxlkan rencana-.

' rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka

menengah dan  tahunan yang difaksanakan oleh unsur

| penyelenggara Neg,ara dan masyarakat ditingkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutny ,
disingkat RPJPD adalah dokumcen perencanaan untuk periode 20
(dua puluh) tahun. - : ,

Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah l)acmh yan;, sclan_;utnya
dxsmgkat RPIMD adalah dokumen perencandan untuk  periode 5

: (hma) tahun



s
L ldgadlkan pedoman, pcgangan atau pctunjul\ hdgn sclmp usaha dan kegiatan d.xldm'

i
L

chncana Pcmbangunan Tahunan Dacrah yang sclanJutnya dmebut Rencana KCI]ZI :

5 Pemermtah Dderah (RKPD) adalah dokumen pucncdnaan untuk perrodc 1 (bdtll)

tahun~

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Ker_;a Perangkat Dacrah yang

‘Jselanjutnya disebut ' Renstra SKPD  adalah dokumen perencanan Satuan Kerja§

Perangkat Daerah untuk penode 5 (hma) tahun. S

. ‘ARencana Pembangunan Tahunan Satuan Ker]a Perangkat Daerah yang selanjutnyaf
- disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah

Yot dokumen perencanaan Satuan Ker]a Satuan Daerah untuk penode I (satu) tahun.

‘ Visi adalah rumusan umum mengenal keadaan yang dnngmkan pada akhir penode

COR e Vperencanaan : . . .
o
e '»mewujudkan visi. ;

Misi adalah rumusan umum mengenan upaya—upaya yang akan dllakeanakan untuk’

‘Tujuan adalah sesuatu yang akan drcrptakan atau dlhasrlkan dalan Jangka waktu'
tertentu. ‘ ,

‘Sasaran adalah penjabaran dan tujuan sccara tcrukur yartu largct yang akan drcapar

Gn /dlhasﬂkan secara nya’iffl

*Strategl adalah langkah-langkah beI‘lSlkdn program-program mdrkatlf untuk
‘f"mt,wumdkan vm dan misi. o

Kebljakan adalah arah / tmdakan ydng dldmbll olch' l’cmurmlah Daerah untuk""' v

' mencapai tujuan.

“\‘_’]61'

Program adalah mstrumen kebgakan yang. bens:kan salu amh atdu lebxh kegutan S

. yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lcmbaga untuk mencapai sasaran dan’
-~ tujuan - serta memperoleh alokasi anggdran “atau- kcgmt(m mdsyamkal yang fe s

i 19~
bcbcrapa satuan cha Pcrangkat Dacmh

20

T fdlkoordmaquan oleh 1mtam1 pemmnmh
- sasaran / lu;uan tcrtcntu sesuai dLngdn kchual\an (Lm pmgmm yang lcluh
; ‘dltetapkan ~ : ,

18

Kegtdtan ddalah tmddl\an nyata dalam ymgka waktu tu’turlu untuk nu,nmpar )

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sckumpulan rencana kcrja sualu
Satuan Ker]a Perangkat daerah. : S ,

Program. Lmtae Satuan Ker]d Perangkal Dacrah adaldh sd\umpulan rencana lu.r|¢1,, o

Tata cara Penyusunan Perencanaan Pcmbangundn Dacrah addldh mcrupakan s
e petunjuk Teknis penyusunan- Perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari
~RPJPD, "RPJMD, - Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD  dan peldksanaan .
o Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Musrenbangda adalah forum antar pelaku, yakni unsur—unsur ma%yarakat dalam
rangka menyusun rencana pembangunan dacrah. = . ~ SR

2

Musyawarah Pcrcncanaan Pembangunan Dacrah yang sclanjutnya dlsmgkar

Kepala Badan Perencanaan Pembanﬂunan Dacrah )ang sclanJutnya dlsmgl\dt .

~ Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

o

Kabupaten Karanganyar

“ Program Kew1layahan dan lmtas wilayah ada]ah sekumpulan rencana kerja terpadu‘
- antar satuan kerja perangkat dacrah mcngenal suatu atau. beberapa wilayah atau

kawasan S

f i

k‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya drsmgkat APBD
- adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar



S BABIL
~ ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) . Sistem Perencanaan Pembangiman Daerah - dlsusﬁn berdasarkan asas demokrasi

@

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, ‘berkelanjutan, kepastian hukum,
tertib_administrasi, berwawasan lingkungan, scrta kemandirian dengan menjaga
keselmbangan kemajuan dan kesatuan di dacrah. :

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun bertujuan untuk
a. ‘: mendukung koordma51 antar pelaku pembangunan

b. - menjamin termptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerdh

C. mcnjamm keterkattan dan- konsistensi ~ antara percncanaan, penganggaran,
- pelaksanaan, dan pengawasan;

d - mengoptimalkan painisipasi masyarakat; dan.
€. méﬁjamin tercapail;iya péfiggunaan sumBef dayzi secara cfisien, efektiﬂ" kread.i‘lan’," ‘
‘. dan berkelanjutan. . | : '

| : BABII
" RUANG LINGKU;P kl’liRliNCANA/\N l’l{MB’AN(}UN/\NV:DAHRAIl

Pasal 3 |

* Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : -

.a.
b.

I

Rencana Pembangunan Jzingka Panjang Daerdli (RPIPD);
Rencana Pembangunan Jangka Mcncng,ah Dacrah (RPJMD)

’Rencana Kera Pemenntah Daerah (RKPD);

Rencana S_t_rateg,ls Satuan ;Kcrja Perangkat Dacralt (Rcﬁs(m SK!_’D); .

Rencana Kerja Satuan Keitja Perangkat Dacrah (Renja SKPD).

Pasal 4

(1) RPJPD memuat visi, m1s1 dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPIP .

Nasxonal dan RPJP Propmsx

) RPJMD merupakan vpe_njabaran dari visi, misi dan program = Bupati - yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat -
Daerah dan Program kew;]ayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam -

: kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. -

"(3) RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Propmsn memuat rancangan kerangka ckonomi daerah, prioritas

pemban,g,unan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
;-ylangsung oleh rencana kerjd dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh
" pemerintah maupun yang _dm.mpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

i
A
]



Pasal 5

(1) Renstra SKPD memuat visi, mxsx tUJuan strategi, kebijakan, program dan keglatan

‘pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD scrta berpedoman
kepada RPJIMD dan bcrsn]at indikatif.

2) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada :
RKPD, memuat kebijakan, - program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung ‘oleh Pzmerintah Dacrah maupun “yang ditempuh dengan-

: mendorong partlSlpaSI masyarakat

BAB v
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

B : ? Pasal 6

: ,Tahap‘ani Perencanaan Pembzingunan Daerah meliputi:
a‘, _penyusunan rencana; ' | |
b. penetapén rencana;

~¢. pengendalian pelaksanaan rencana;
-d. evaluasi pelaksanaan rencana.

‘ Pasal 7 ,
' (1) Penyusunan RPJPD dxlakukan mclalm urutan I\c"mtan
' a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
b, penycleng,g,araan Musrcnbang, _[ang\a panjang dacrah;
C. penyusunan rancangan akhir rencana pembang,undn jangka panjang daerah;
d. penetapan Peraturan Dacrah tcntang, RPIPD. 4
() - Penyusunan RPJMD dxlakukan melalui urutan l\t,g,lalan
| a. penylapan rancangan awal RPIMD;

b. penyiapan rancangan renstra SKPD:

c penyusunan rancan"an RPIMD;
~d. penyelenggaraan Musrenbangda Jangl\a meneng,ah daerah

e penyusunan rancangan akhir RPJMD;

£ penetai)an Peraluran:Daerah leritang, RPJMD.
; (3)' Penyusunan RKPD dxlakukan melalui urutan chlatan
o penyiapan rancangdn awal RKPD;
b. pcnylapan rdnccmg,dn R(.nja SKPD;
forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;

d. penyelenggaraan Musrenbangda Tahunan

e penyusunan rancangan akhxr RKPD;

-t penetapan Peraturan Bupatx tentang RKPD.




"BABV

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
' DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Baglan Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) -

, Pdsal 8 _
(1) Kepala BAPPEDA menyxapkan rancang,an awal RPIPD.
(2) Rancangan RPIJPD sebagalmana dimaksud pada ayat 8 menjadl bahan utama bag1

©‘Musrenbangda. o0

B , | L . Pasal 9 - . _ ‘

(1) Kepala BAPPEDA lnejni(clcng{,arakan Musrenbang Jangka Panjang Dacrah.

‘ (2)' Musrenbangda dxseleng,garakan dalam rangka menyusun RPJPD dan diikuti oleh
. unsur-unsur pcnyelcnggara pcmcnntahan dacrah dengan meclibatkan unsur-unsur.
- LSM, organlsasx profest, orgamsa31 masyarakat dan tokoh masyarakat.

: 3) . Musrcnbang Jangka Panjang Dacrah dilaksanakan paling Iamba( ] (satu) tahun’

_sebelum berakhirnya pcnodc RPIPD yang sedang berjalan.
Pasal 10 B

‘Kepala BAPPEDA ményusuh rancangan akhir RPJPD berd_asérkan hasil.Musrcnbang
- Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah
ini. - i SRR : ‘
: ‘ : Pasal 11
~ RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

o

: _ Baglan Kedua
Rencana Pembang,unan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)

Pasal 12

Kepala BAPPEDA menylapkan rancangan awal RPJMD bcbagal penjabaran dari visi, misi,
dan program Bupati dan arah chuakan keuangan dacrah.

i

E Pasal 13 -

(1) SKPD menylapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya
e ‘dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebasc,dlmdnd dimaksud dalam

‘Pasal 12 Peraturan Dacrah ini.

(@) ‘Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPIJMD dengan mcng,gunakan rancangan
. Renstra SKPD sebag,almana dimaksud pada ayat (1) berpcdoman pada RPJPD.

: , | l’asal 14

| (D) :Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) an_]ddl bahan
‘ bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah : 5 ,

i



e
4

) Musr(.nbdng J.mg,l\a Mcn(,ng,ah Dacmh disclenggarakan dalam rangl\a menyusun
~RPJMD. diikuti oleh unsur-unsur - penyclenggara  pemerintahan  daerah  dan

mengikutsertakan lSM ()lz,amsaxl l’mlml ()rguuisusi ~“Masyarakat dan Tokoh
- Masyarakat. :

: (3) Kepala BAPPEDA menyelengga rakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 15

Musrenbang Jangka Menengah Daera1 dllaksanakan palmg, lambdt 2 (dua) bulan seteldh
Bupati dilantik. ‘

Pasal 1 6

‘(1) RPIMD dxtetapkan dengan Pemturan Dacrah palmg, lambat 3 (t:ga) bulan sctclah ',
- Bupati dilantik. - ‘

2 - Renstra SKPD dltetapkan oleh Kepala SKPD setelah dlsesuaxkan dengan RPJMD
' sebagalmana dnmaksud pada ayat (1) Pasal ini . I

| Bagian Ketiga
Rencaﬁa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
SN Pasal 17

Kepala BAPPEDA menylapkan pokok-pokok rancangan awal RKPD schagai puuabaran ‘
-dan RPJMD scbag‘umana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Dacrah ini.

P d\df 18

M Kepala BAPPEDA menylapkan Renja SKPD scsuai dcnb‘m lug,ab dan fungsinya
3 “dengan mengacu kepada rencana awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

. dan berpedoman pada Renstra bKPD subag,almana dlmal\sud dalam l’asal 16 ayat (2)
~ Peraturan Dacrah ini. ‘ S ‘

~(2) :Kepala BAPPEDA mengkoordmasnkan penyusunan pokol\-pokok rancangan RKPD
dengan menggunakan Renja SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 19 - : : , .
(1) - Rancangan RKPD sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadl bahan
* bagt Musrcnbanada :

(2)  Musrenbangda dalam rang,ka penyusunan - RKPD  diikuti  oleh unsur-unsur
penyelenggara pemermtahan dacrah dan unsur-unsur LSM, Orgamsasn Profesi,
Organisasi- Masyarakat dan Tokoh Mdbydrdkdl :

: '(3) Kepala BAPPEDA menyelenggamkan Musrenbangda penyusunan RKPD.

Pasal 20

: (1’)v Musrenbangda penyusunan RKPD sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 19 ayal (3)'
v - dilaksanakan paling lambat bulan Maret. : ‘

(2) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan Akhir RKPD berdasarkan Musrcnbangda
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal ini.



Q)

)

@

A i(‘l)

Ao

l’asal 21

, ' RKPD mcnjadl pedoman penyusunan Rancang,an APBD yang, dltctapkan dcngan Pcraturan
[ Bupatx - , , : -

Baglan Kecmpat
Pelaksanaan Musrenbanada N
‘ Pasal 22
: Musncnbangda dllaksanakan mclalux tm{,kat—tmgkat

a. '»Musrenbang Desa/Kelurahan L

b Musrenbano Kecamatan B
~c. Forum SKPD dan SKPD Gabungan
E . d Musrenbang Kabupaten S

g Masmg—masmg tmgkat Musrcnbang sebag,almana dlmaksud dalam ayat (1) mcmlhkr o
tujuan mekamsme dan keluaran sendm-send1r1 SRIREE

Pasal 23

Untuk mendukung penylapan sampai . dcng,an pcnyuqunan h‘ml Muqrcnban{,da SeE)

dibentuk Tim Penyeleng,g,ara pada setiap tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

22 ayat (1) yang dxtetapkan oleh Bupat: Camat, Kepdld Desa/L, urdh sesuai dengdn :
Ltmgkatannya (B A I :

,.'Susun_an anggota ti'm/ penyelen’g‘gara masing-masir}g‘tingkat Musrcnbangda‘tcrdiri o
~atas: : TR L TR RO EETRE ST P

a. Pengarah/Penaschat;
b. : : K‘etua; |

‘Sekfetari's;'v" i
Anggota.

Pasal 24 o

~ Ketentuan leblh lanjut mcngenal tata cara pclakqanaan Musrcnbdng,da dmtur dcngan :
Peraturan Bupau S

‘;,“

« BAB Vi A L
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
e RFNCANA PEMBANGUNAN DAFRAH

Pasal 25

Pengendahan pelaksanaan rcncana pcmbang,unan dllakukdn olch masmg,—masmg, :
B M:Kepa]a?KPD L o - P

"~ (2)  Kepala BAPPEDA menghlmpun dan menganahsls ‘hasil pcmantauan pelaksanaani'. :
: ‘rencana pembangunan dan masmg-masmg plmpman SKPD sesual dengan tugas dan

kewenang,annya :

m

Pasal 26

Kepala SKPD melakukan evaluaSI kmerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD‘
penode sebelumnya S ~ :




Is

i
Ji
4

j'(2)::,“chala B/\l’l’l l)/\ mc.nyusun cvaluasx rencana punbangpunan bcrdasarkan hdsll S

T ‘evalua31 SKPD sebag,lmana dimaksud pada dydt H.

(3) ; ’Hasxl evalua51 sebagalmana dimaksud pada ayat (2) menjadt bahan bagx pcnyusunan ,:'
‘rencana pembangunan untuk penode benkutnya R o -

Pasal 77

S
. »; :

Ketentuan 1eb1h Ianjut mengenm tata cara pengendahan dan evaluasx pelaksanaan
‘ ;,pembangunan dzatur dengan Peraturan Bupatl : : o

L BABVII
DATA DAN INFORMASI
Pasal 28

o iPerencanaan pembangunan dx daerah dldasarkan pada data dan mformasx yang akurat 9crta :
' :fdapat dxpertang,gungawabkcm , L B : S

0 BaBvmL

KEI FMBAGAAN PFRFNCANAAN PFMBANGUN/\N DAFR/\H
 Pasal 29 £ S

,(1) -ABupatl menyelenggarakan dan bertang;,ungawab ala> pt,rcnbdnd‘m pcmb d“t:unan S
"~ "Daerah. , . : | ‘

(2) \'kaalam menyusun perencanaan pembangunan Dacrah Bupau dlbantu olch chala}» i S

~ BAPPEDA.

: (3) »Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembang,unan Dacrah sesuai dcng,an ' e

o tugas ﬁmg51 dan kewenangannya
ol BABIX
KETENTUAN PERAL IHAN v

szl 30 -

E

~ Sebelum RPJPD sesuai- ketentuan dalam Pcraturan Dacrah ini dltctapkan pcnyusunan_‘f e

RPJMD tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dcnﬂan mengesampingkan RPJPD :

, sebaga1 pedoman kecuah dxtentukan Iam dalam peraturan puunddnu -undangan.
o BABX

| 'KETLNTUAN PENUTUP

Pasal 3 l

'v‘kﬁ'fHa[:i,h'al yang belum dlatur dal.tm Peraturan Daerah ivsepanjang “meyng:enai/”‘
- pelaksanaannya akan dtatur!lebrh lanjut olch Bupati. SR REE R S

Pl
i



Pasal 32
Peraturan Daerah ini mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memermtahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkah di Kafanganyar
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- bertanggungjawab kepada daerah, Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah - '
 memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih menyelaraskan pembangunan, baik
' v‘[Pembangunan Naswna] Pembang,unan Daerah maupun Penbang,unan Antar Daerah.

oo

, PENJELASAN |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
| NOMOR W TAHUN 2007 e |
TENTANG |

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

_;
5

PENJELASAN UMUM z o

Dengan berlakunya Undang—Undang Nomor 32 “Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah yang lebih menekankan Otonorm Daerah bahwa pelaksanaan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan

Berdasarkan pertlmbangan di atas maka perlu dlbcmuk Pc,m(uran Dacmh tun(dng, :

o Slstem Perencanaan Pembangunan Daerah

7PFNJFLA§AN PASAL DEMl P’\SAL

Pasal 1~ ~.Cukupjel as
 Pasal 2 S "_:C‘u!(upjelas‘
~ Pasal3 ~ :  Cukupjelas
~ Pasal4  : Cukupjelas
o Pasal5 - : Cukupjelas : L o
" Pasal6 : keempat tahapan pcrc,ncanaan ini dilaksanakan berkelanjutan,
SR L :-fsehmg,g,a sccara - kcsduruhdn mcmbcntuk suatu siklus yang
o o b i ' '
o Pasal7 ¢ ‘«"Cukupjelas
"~ Pasal8 -~ : Cukupjelas
. Pasal9  :  Cukupjelas.
- Pasal 10~ - 1 Cukup jelas
~Pasalll . : Cukupjelas
Pasal 12 _: Cukupjelas
- Pasal13 ~ .~ : Cukupjelas.
- Pasal14. - : Cukupjelas
-~ Pasall5 ~  : Cukupjelas
‘Pasal 16 : 2 Cukup jelas ,
Pasal 17 - Rancangan awal RKPD dxsusun mengacu rencana kerja
- .- Pemerintah Pusat dan Propm51
- Pasal18 . :  Cukupjelas - :
. Pasal19 . : Cukupjelas
. Pasal20 - : Cukupjelas
© . Pasal2l = . : Cukupjelas
" Pasal22 . Cukupjelas
~Pasal23 ¢ Cukupjelas
.. Pasal24 1. Cukupjelas -
. Pasal25 ‘Cukup jelas : :
5 fi;’vPasal 26 ayat (1) ~yang dimaksud den,g,an Evalua51 kmcrja pelaksanaan rencana

e ;pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur
- dengan_efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta
o vberkelanjutan pembangunan itu. .

'Ayat‘(~2) :1, Cukup jelas -
Ayat (3) : Cukupjelas



‘Pasal 27

" Pasal 28

' Pasal29
Pasal 30
‘Pasal 31 -

Pasal 32
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i Cukupjelas
. yang dimaksud dengan data adalah keterangan obyektif tentang
suatu fakta baik dalam bentuk kualitatif, maupun gambar visual

yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari

yang sudah terkumpul dalam bentuk catatan atau perangkal =

pehylmpanan lainnya, sedangkan informasi adalah data yang

sudah terolah yang dlgunakan untuk mendapatkan 1ntcrpreta51? -
~ tentang suatu takta ‘

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

: Cukup Jelas



